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PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta

pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016

5.1.2

tentang Pengelolaan Rumah Kos oleh Satpol PP Kota Padang
telah dilaksanakan melalui pembinaan, pengawasan, patroli, dan
penertiban terhadap pelanggaran rumah kos. Pelaksanaan
tersebut juga melibatkan masyarakat serta aparatur pemerintah

setempat.

Faktor pendukung dalam penegakan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos
dipengaruhi oleh adanya sinergi antara aparat penegak Perda
dan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan serta
pelaporan  pelanggaran rumah kos. Sedangkan faktor
penghambatnya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum
sebagian pemilik dan penghuni rumah kos, keterbatasan sumber
daya manusia Satpol PP, serta belum optimalnya penerapan

sanksi yang memberikan efek jera terhadap pelanggar.

5.1.3 Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Rumah Kos telah berjalan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya sebagai aparat penegak Perda. Ditinjau dari
perspektif siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan tersebut belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip figh siyasah,

sehingga diperlukan peningkatan profesionalitas aparatur
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konsistensi penerapan sanksi, serta penguatan kesadaran hukum
masyarakat agar penegakan Perda dapat berjalan lebih efektif
dan sesuai dengan nilai keadilan serta kemaslahatan dalam

siyasah tanfidziyyah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa

saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

meningkatkan efektivitas penegakan Perda, yaitu sebagai berikut:

5.2.1

5.2.2

Pemerintah Kota Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja
perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan terhadap
rumah kos yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos
melalui pembinaan, sosialisasi, serta penertiban secara rutin
kepada pemilik dan penghuni rumah kos agar dapat
meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan ketertiban di

masyarakat.

Pemilik atau pengelola rumah kos diharapkan lebih mematuhi
ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun
2016, seperti melengkapi administrasi usaha, mencatat identitas
penghuni, serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
rumah kos. Selain itu, penghuni rumah kos juga diharapkan
menaati peraturan yang berlaku, menjaga etika, serta
menghormati norma agama dan sosial agar tercipta lingkungan

yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat sekitar.

5.2.3 Masyarakat sekitar rumah kos diharapkan turut berperan aktif

dalam menjaga keamanan dan Kketertiban lingkungan melalui

pengawasan sosial serta melaporkan apabila ditemukan
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pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos.
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